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ABSTRACT
Land has a high value, viewed from any single point of view. It is
used as a place for dwelling, making a living, having offspring, and
performing traditional and religious rituals. Since there is a close
relationship between people and land, this harmonious relationship
between people and land needs to be taken care of, based on the
same perception. All at once, it is a token of being grateful to
God’s blessing so that land grows to be the root of prosperity
which is dreamed either by individuals or by community. Land is so
valuable that man as social beings will defend their land with all
kinds of efforts. In an adat law community, people and land where
they dwell in is very closely related, and this relationship is based
on religious magic. People’s right on land is called landlordism or
communal right of disposal. The nature of adat land in Indonesia is
communal which means that it is owned by all members of adat
community. In reality, the implementation of communal right of
disposal or the other rights of adat law community still exists, but
when communal right of disposal comes to an end, it is no longer
validated. Adat land can be extinct or abolished when there are no
more offspring or no connection with their land anymore, but the
conversion of the land rights can be requested to be administered
to the local Land Office in order to obtain legal protection for legal
certainty on the land ownership. The research was conducted in
Dairi District.
Keywords: Legal Protection, Certificate, Adat Community
I. Pendahuluan
Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk
kacamata sosiologi, psikologi, politik, ekonomi. Tanah merupakan tempat
berdiam, mencari nafkah, berketurunan, adat istiadat dan ritual keagamaan1. Di
mata masyarakat tradisional, tanah merupakan kediaman para dewa dan roh,
sehingga harus senantiasa dipelihara dengan baik.
1Elsa Syarif, Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan, (Jakarta,
PT. Gramedia 2012). hlm. 1.
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Dalam masyarakat hukum adat, antara masyarakat dengan tanah yang
didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali. Sifat tanah ulayat yang ada di
Indonesia itu bersifat komunal yang artinya dimiliki oleh seluruh anggota
masyarakat adat. Hak (ulayat) masyarakat (hukum) adat sama halnya dengan hak
perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, juga memiliki keterbatasan.
Tetapi yang membedakan hak milik komunitas marga atau suku dari hak milik
perorangan adalah status dan fungsi sosialnya.
Status kepemilikan tanah komunal tidak dapat dibuktikan berupa alat seperti
surat sertifikasi tanah oleh negara, tetapi berdasarkan cerita silsilah sejarah
keberadaan komunitas marga atau suku yang memiliki suatu wilayah.
Kepemilikan tanah adat (tanah ulayat) pada umumnya dimiliki secara kolektif,
berbasis pada suatu masyarakat adat entah berdasarkan etnis atau klan tertentu.
Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai Negara)
diperhadapkan dengan Hak asasi warga negara, khususnya hak milik individu dan
hak komunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang
terus meningkat, akar masalahnya terletak pada benturan antara hak menguasai
Negara (HMN) dengan hak asasi warga Negara (HAM) yang memiliki
kewenangan tunggal yang sangat besar untuk mengelola pembagian, penguasaan,
pemanfaatan, dan peruntukan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang
melekat pada rakyatnya sendiri2.
Pada dasarnya harus ada keseimbangan antara hak menguasai Negara
dengan hak asasi manusia karena keduanya diamanatkan dalam konstitusi UUD
1945. Sesuai perintah konstitusi pasal 33 ayat 3, Hak Menguasai Negara atas
tanah harus bermuara pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konstitusi yang
sama juga mengakui hak asasi warga Negara, termasuk didalamnya hak milik dan
hak ulayat.
Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, di dalam pengertian
tidak boleh orang lain melakukan tindakan melawan hukum untuk
memiliki/menguasai lahan tersebut.
Tindakan melawan hukum untuk memiliki/menguasai lahan bisa
menimbulkan sengketa. Sengketa tanah itu sendiri sesungguhnya sudah ada sejak
2 Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan,(Jakarta, Margaretha Pustaka 2012). hlm. 3.
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ada perbedaan kepentingan diantara manusia yang satu dengan manusia lainnya.
Sengketa tanah dapat dijumpai dimana saja, termasuk di Indonesia. Sengketa yang
berhubungan dengan tanah ini, senantiasa terus bertambah, seiring dengan
meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah3. Sengketa terjadi karena tanah
mempunyai kedudukan yang penting, yang dapat membuktikan kemerdekaan dan
kedaulatan pemiliknya.
Di daerah-daerah yang belum berkembang, penyelesaian sengketa pada
umumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh komunitas yang disegani warga setempat.
Tokoh tersebut antara lain kepala adat, kepala suku, kepala kampung, atau kepala
marga. Peranan para tokoh tersebut sangat menentukan dalam menyelesaikan
sengketa tanah. Selain itu, peran tokoh komunitas juga membantu menentukan
peruntukan serta pengawasan terhadap penggunaan tanah oleh warga setempat. Ini
karena kepala / ketua adat setempat umumnya memiliki data tanah yang ada di
wilayahnya masing-masing, baik yang menyangkut jumlah, batas maupun
penggunaan tanah oleh warga setempat. Walaupun data tanah tersebut jarang yang
tertulis, kepala/ketua adat yang bersangkutan mengetahui riwayat kepemilikan
tanah tersebut.
Untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan ada
dua hal yang harus diperhatikan yaitu perlu adanya hukum tanah yang tertulis dan
penyelenggaraan pendaftaran tanah4. Dengan kata lain apabila membicarakan
pendaftaran tanah, berarti berbicara tentang salah satu usaha dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.5
Seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti
hak, dapat berupa sertipikat, bukti hak tertulis non sertipikat dan atau pengakuan
atau keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya6. Seseorang dapat dikatakan
mempunyai hak atas tanah atau mendapatkan penetapan hak atas tanah maka
harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya dasar penguasaan seseorang dalam
menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah, yang tidak ditentang oleh
3 Elsa Syarif, Op Cit., hlm. 8.
4 Aartje Tehupeiory, Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia, (Jakarta, Raih Asa Sukses
2012), hlm. 1.
5 Ibid.
6 Tampil Ansari Siregar, Mempertahankan Hak Atas Tanah, (Medan, Multi grafik 2007),
hlm. 3.
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pihak manapun dan dapat diterima menjadi bukti awal untuk pengajuan hak
kepemilikannya.7
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Faktor-faktor apakah yang menjadi dasar masyarakat adat di Kabupaten
Dairi mengklaim tanah yang sudah bersertipikat hak milik sebagai milik
masyarakat adat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak milik
yang diklaim sebagai milik masyarakat adat di Kabupaten Dairi?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan dan Peran
Lembaga Adat Sulang Silima dalam mengatasi sengketa pertanahan yang
terjadi pada masyarakat adat di Kabupaten Dairi?
Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar masyarakat adat di
Kabupaten Dairi mengklaim tanah yang sudah bersertipikat hak milik
sebagai milik masyarakat adat.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat hak
milik yang diklaim sebagai milik masyarakat adat di Kabupaten Dairi.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan dan
Peran Lembaga Adat Sulang Silima Marga Ujung dalam mengatasi
sengketa pertanahan yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Dairi.
II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat
deskriptif analitis dan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
penelitian kepustakaan (library research), terhadap bahan-bahan hukum, baik
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data
sekunder yaitu yang mencakup 8:
7 Mhd Yamin Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi, (Medan, CV. Mandar Maju,
2010), hlm. 233.
8 Ibid., hal 13
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1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari:
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945
b. Peraturan dasar :
- batang tubuh UUD 1945
c. peraturan perundang-undangan
d. bahan hukum yang tidak dikodofikasi seperti hukum adat
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer seperti buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus.
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pegunungan Bukit Barisan melintang di sepanjang Pulau Sumatera dengan
posisi yang jauh lebih dekat ke pantai barat. Tanah Dairi terletak di lintangan ini.
Kedudukannya: di utara berbatasan dengan Karo, di timur laut dengan Karo dan
Simalungun, di timur dengan Simalungun dan Samosir, di tenggara dengan
Samosir dan Humbang Hasundutan, di selatan dengan Humbang Hasundutan dan
Tapanuli Tengah (Manduamas yang sejajar dengan Barus), dan Aceh (termasuk
Singkil). Adapun perbatasan mulai dari barat daya hingga barat laut adalah Aceh9.
Tanah Dairi biasa juga disebut ”Tanah Pakpak” sebab penduduk aslinya
memang orang Pakpak. Sejak tahun 2003 Dairi sebagai kabupaten telah dipecah.
Hasilnya adalah Kabupaten Pakpak Bharat di belahan selatan. Dengan begitu
wilayah Kabupaten Dairi yang semula sekitar 314.000 hektar kini kurang lebih
tinggal setengahnya. Kabupaten Dairi memiliki potensi alam yang sangat kaya,
seperti keindahan alam daerahnya, hasil pertanian yang beraneka ragam dan
melimpah, serta beberapa daerah memiliki kandungan bahan tambang yang sangat
berharga. Masyarakat Pakpak mengenal hubungan Peradatan “Sulang Silima”
yang agak mirip dengan “Dalihan Natolu” di masyarakat Toba dan “Sangkep
9 Sejarah Muasal Suku Pakpak-Pakpak Bharat Blog.mht, diakses tanggal 15 April 2013,
pukul 13.00 Wib
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Enggeloh/Rakut Sitellu” di masyarakat Karo. Adapun unsur sulang silima itu
adalah10:
1. Sukut;
2. Dengan sebeltek Si kaka-en (Saudara sekandung yang lebih tua)
3. Dengan sebeltek Si kedek-en (Saudara sekandung yang lebih muda)
4. Kula-kula/ puang (Kelompok pihak pengantin perempuan)
5. Berru (Kelompok pihak pengantin laki-laki).
Sulang silima yang masih dianggap keberadaannya adalah Lembaga Adat
Sulang Silima yang dibentuk dan anggotanya dipilih sendiri oleh para marganya.
Walaupun sulang silima ini menjadi satu kesatuan, tetapi di dalam
pembentukannya juga masih berdasarkan ke 5(lima) unsur yang diharuskan tetapi
sudah menjadi satu kesatuan bukan lagi berdasarkan keturunan keluarga satu
empungnya (keluarga). Adapun peranan sulang silima pada saat ini sangat terlihat
dalam usaha untuk pengamanan amanah atau warisan tanah ulayat marganya.
Apabila ada perbuatan-perbuatan hukum serta permasalahan mengenai
tanah marga, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Sulang Silima sebagai
Lembaga Adat Tertinggi suku Pakpak pada masa sekarang ini.
Dengan lahirnya hukum agraria Nasional yaitu UUPA pada tanggal 24
September 1960 maka secara total hukum agraria kolonial Belanda dihapuskan
dan mulai berlaku UUPA. Keberadaan UUPA telah mengakhiri dualisme hukum
pertanahan di Indonesia dan menciptakan hukum Nasional yang tunggal yang
didasarkan pada hukum adat sebagaimana diatur dalam penjelasan umum UUPA.
Pilihan terhadap hukum adat tentang tanah untuk hukum Agraria Nasional
dikemukakan antara lain karena “sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi
seluruh rakyat11.
Dari ketentuan pasal 5 UUPA jelas bahwa dasar hukum agraria (tanah)
nasional adalah hukum adat. Tetapi hukum adat yang dimaksud adalah hukum
adat yang dibatasi dengan suatu persyaratan yang disebut dibelakangnya, yaitu
tidak boleh bertentangan dengan:
1. Kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
10 Ibid.
11 Mohammad Koesnoe, Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, (Surabaya,
Universitas Airlangga, 1979), hlm. 82.
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2. Sosialisme Indonesia
3. Ketentuan-ketentuan UUPA
4. Peraturan – peraturan lain di bidang agraria
5. Dengan unsur-unsur agama
Pernyataan UUPA bahwa hukum tanah Nasional berdasarkan hukum adat
dan bahwa hukum tanah nasional ialah hukum adat, menunjukkan adanya
hubungan fungsional antara hukum adat dan hukum tanah nasional. Dalam
pembangunan hukum tanah nasional, hukum adat berfungsi sebagai sumber utama
dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan, sedangkan dalam hubungannya
dengan hukum tanah nasional yang positif, norma-norma hukum adat berfungsi
sebagai hukum yang melengkapi12.
Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang-wewenang dan kewajiban-
kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang
terletak dalam lingkungan wilayahnya. Bahwa hak ulayat itu dikatakan masih
hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila masih ada masyarakat dari suatu
persekutuan hukum adat itu sendiri, oleh sebab itu seandainya suatu lingkungan
dari suatu masyarakat hukum adat itu tidak ada lagi maka jangan ditimbulkan lagi
hak ulayat itu, hal ini dapat kita cermati dari kriteria Hak Ulayat yaitu13:
1. Harus ada lingkungan dari pada masyarakat hukum adat itu sendiri.
2. Ada orang yang diangkat sebagai pengetua adat.
3. Masih didapati adanya tatanan hukum adat itu sendiri yang mengenal
adanya suatu lingkungan hidup dan berada dalam suatu lingkungan
persekutuan hukum adat.
Hak ulayat itu diakui oleh Undang-undang Pokok Agraria, tetapi
pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu: mengenai eksistensinya
dimana hak ulayat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada, di
daerah-daerah dimana hak-hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali
dan di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan
hak ulayat baru, demikian juga mengenai pelaksanaan hak ulayat harus
12 Suharti Agustina, “Pengaruh Pola Pikir Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan
Tarutung Terhadap Perkembangan Pendaftaran Tanah”, (Tesis, Magister Kenotariatan Universitas
Sumatera Utara Medan, 2007), hlm. 30.
13 H.Affan Mukti, Pembahasan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960,
(Medan, USU Press, 2010), hlm. 35.
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sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan Nasional dan Negara yang
berdasarkan atas persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang. Hak ulayat dengan hak perseorangan itu berada senantiasa dalam saling
pengaruh yang tidak putus-putusnya, yang bersifat mengempis dan
mengembang14. Hak ulayat harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, dan
harus mengandung prinsip Nasionalitas artinya bahwa kepentingan Nasional lebih
diutamakan daripada kepentingan suatu masyarakat hukum adat itu sendiri.
Bila dilihat azas Hak Menguasai Negara (HMN) maka tanah-tanah yang
ada di Indonesia terbagi kepada15:
1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau lebih populer dengan
sebutan tanah Negara yaitu tanah-tanah yang diatasnya belum ada
diberikan hak/pengakuan kepada siapapun, baik kepada orang maupun
badan hukum dan kekuasaan Negara atas tanah Negara tersebut penuh
2. Tanah yang dikuasai tidak langsung oleh Negara atau lebih popular
dengan sebutan tanah hak yaitu tanah-tanah yang diatasnya sudah ada
hak seseorang atau badan hukum, baik hak adat maupun hak lainnya
berdasarkan ketentuan UUPA dan kekuasaan Negara atas tanah itu
tidak penuh atau kekuasaan Negara dimaksud telah dibatasi oleh hak
yang diberikan kepada orang dan atau badan hukum itu.
Untuk menentukan keberadaan hak ulayat dalam masyarakat, pemerintah
perlu melakukan penelitian apakah hak ulayat itu mengalami perubahan dengan
adanya perkembangan zaman, dalam arti mengembang atau mengempisnya hak
ulayat dalam masyarakat, sesuai dengan sifat dan dinamisnya hukum adat dalam
masyarakat. Peraturan itu harus dibuat dalam bentuk undang-undang. Dan harus
akomodatif terhadap kepentingan masyarakat adat dan kepentingan nasional. Di
samping itu pemerintah harus mengambil kebijaksanaan yang tegas, tentang
apakah masih ada atau tidak hak ulayat di daerah tertentu.
Pada umumnya, permasalahan utama yang berkenaan dengan eksistensi
hak ulayat yang dilematis adalah kesulitan untuk menghilangkan kebiasaan untuk
segera menerapkan aturan-aturan yang bersifat formal dengan pendekatan
14 Fauzie Ridwan, Hukum Tanah Adat, Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila,(Jakarta,
Dewaruci Press, 1982), hlm. 25.
15 Tampil Anshari Siregar, Op.Cit., hlm. 17.
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legalistik semata, karena dengan pendekatan ini, dapat menimbulkan
pengingkaran terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.
Untuk itu perlu adanya kesadaran. Berhadapan dengan hak ulayat berarti
keharusan untuk membuka diri untuk memahami kesadaran hukum suatu
masyarakat yang terealisasi dalam tindakan nyata sehari-hari, berdasarkan sudut
pandang dan pola pikir masyarakat yang bersangkutan16.
Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat mewujudkan
penghormatan kepada hak orang lain dan upaya perlindungannya secara wajar.
Hak ulayat itu tidak bersifat ekslusif. Masyarakat hukum adat berkewajiban turut
serta mewujudkan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak diluar anggota masyarakat hukum
adat untuk ikut menggunakan tanah berikut sumber daya alamnya dengan cara-
cara yang disepakati bersama17.
Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan
data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi
seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) atas suatu bidang tanah yang
dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu18. Dapat dikatakan
bahwa sertipikat akan mempunyai kekuatan yuridis apabila memang diterbitkan
oleh lembaga yang memperoleh kewenangan untuk itu. Dapat pula dikatakan
bahwa sertipikat merupakan suatu dokumen formal yang dijadikan tanda dan
instrument yuridis adanya hak kepemilikan atas suatu barang atau benda ( thing).
Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa makna sertipikat tanah dalam konstruksi
yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda
dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan
oleh BPN RI (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia) lembaga / Institusi
negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya.
Dengan memiliki sertipikat maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak
atas tanah, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata.
16 Elsa Syarif, Op.Cit.,hlm. 205.
17 Maria SW.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi,
(Jakarta, Buku Kompas, 2001), hlm. 71.
18 kot-kupang.bpn.go.id/Sertifikat Hak Dan Kekuatan Pembuktiannya, diakses tanggal 5
Maret 2013, pukul 14.00 Wib
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Sebagaimana disebut bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak, oleh
karena itu kelihatan bahwa sertipikat itu berfungsi sebagai alat bukti. Alat bukti
yang menyatakan tanah itu diadministrasi oleh Negara. Dengan dilakukan
administrasinya lalu diberikan buktinya kepada orang yang mengadministrasikan
tersebut. Bagi pemilik tanah, sertipikat adalah merupakan pegangan yang kuat
dalam hal pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan
berwenang secara hukum19.
Penguasaan atas tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan
yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Oleh karena itu
penguasaan yuridis memberikan alas terhadap adanya hubungan hukum mengenai
tanah yang bersangkutan. Apabila tanahnya sudah dikuasai secara fisik dan sudah
ada alas haknya, maka persoalannya hanya menindaklanjuti alas hak yang
melandasi hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dan diakui
oleh Negara, agar hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Proses
alas hak menjadi hak atas tanah yang diformalkan melalui penetapan pemerintah
disebut pendaftaran tanah yang produknya adalah sertipikat tanah. Oleh karena itu
alas hak yang sebenarnya sudah merupakan suatu legitimasi awal atau pengakuan
atas penguasaan suatu bidang tanah juga mendapat legitimasi dari Negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah
adalah Negara hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan
memberikan perlindungan atas hak-hak warga Negara untuk mendapatkan,
mempunyai, dan menikmati hak milik20. Sebagaimana tercantum dalam pasal 28H
UUD 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapa pun”.
Mempertahankan hak atas tanah yang ada pada seseorang atau badan
hukum sebagai subjek yang ditunjuk UUPA dapat diwujudkan dalam 2 (dua)
bentuk. Pertama, melakukan serangkaian tindakan agar sangat sedikit
kemungkinannya dapat diambil atau dikuasai oleh orang lain. Dalam hal ini
mempertahankan hak dimaksud adalah berwujud tindakan-tindakan pencegahan
19 Ibid.
20 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta, Sinar Grafika,
2006), hlm. 1.
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(preventif). Sementara bentuk kedua, sebagai tindakan represif yaitu
penanggulangan dan penyelesaian terhadap akibat diluar sepengatahuan atau
kemampuan si pemilik yang berhak atas tanah yang diambil atau dikuasai oleh
pihak lain. Penguasaan atau pemilikan yang dimaksud dapat berwujud penguasaan
fisik atau non fisik21.
Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan
hidupnya di dunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin
tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah
salah satu hak milik yang sangat berharga bagi umat manusia. Hak milik tidak
terbatas jangka waktunya. Dalam UUPA hak milik atas tanah bersifat turun
temurun. Artinya si pemilik tanah dapat mewariskan tanah tersebut kepada
keturunannya tanpa batas waktu dan batas generasi22. Dalam pasal 20 UUPA
disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak
lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak
yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat” sebagai hak eigendom
menurut pengertiannya yang asli dulu.
Mengenai keabsahan dan kehalalan hak milik, telah dikenal dua asas.
Pertama asas Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet artinya tidak
seorang pun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain
melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai. Kedua, asas “Nemo sibi ipse
causam possesisonis mutare potest” artinya tidak seorang pun dapat mengubah
bagi dirinya atau kepentingan pihaknya sendiri, tujuan dari penggunaan objek
miliknya23. Tugas untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia
dibebankan kepada Pemerintah yang oleh Pasal 19 ayat 1 UUPA ditentukan
bertujuan tunggal yaitu untuk menjamin kepastian hukum.
Pasal 1 (1) PP 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah menyebutkan
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
21 Tampil Anshari Siregar, Op.Cit.,hlm. 116.
22 Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 8.
23 Ibid.
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yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya”.
Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum,
maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertipikat hak
atas tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan
dengan aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar,
dinyatakan terbuka untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai
tujuan tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah atau rumah susun,
termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah, dan hak milik
satuan rumah susun wajib didaftar24.
Terkait dengan lembaga pengumuman, dalam sistem pendaftaran tanah
dikenal adanya sistem publikasi yaitu sistem publikasi negatif dan sistem
publikasi positif. Sistem publikasi negatif maksudnya adalah Negara tidak
menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, oleh karena itu belum
tentu seseorang yang tertulis namanya pada sertipikat adalah mutlak sebagai
pemilik. Sedang sistem Publikasi Positif adalah sebaliknya. Tetapi manapun yang
digunakan sebenarnya tidak menjadi persoalan, karena baik sistem publikasi
negatif atau sistem publikasi positif sama-sama memiliki keuntungan dan
kelemahan.
Bukti kita menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif adalah
dilakukannya pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (untuk hak
milik, hak guna bangunan, dan hak pakai) dan Panitia B (untuk hak guna usaha)
terhadap setiap permohonan pendaftaran tanah, artinya Kantor pertanahan tidak
akan gegabah saja menerima permohonan pendaftaran tanah, tetapi selalu melalui
suatu pemeriksaan oleh Panitia A atau Panitia B25.
Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota) merupakan bukti
yang dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya, bahkan Pasal 32 ayat 2
24 Ibid., halaman 169
25 Mhd Yamin Lubis, Op.Cit., hlm. 174, dikutip dari AP. Parlindungan, Komentar Atas
undang-undang pokok Agraria hlm 116.
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Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 telah menegaskan bahwa apabila
sertipikat sudah diterbitkan selama 5 (lima) tahun berturut-turut, maka apabila ada
pihak lain yang menggugatnya tidak dapat lagi melaksanakan gugatannya dan
pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut menjadi pemilik tanah yang
sebenarnya, artinya sertipikat tersebut menjadi bertendensi positif dan tidak dapat
dilakukan gugatan terhadap hak atas tanah tersebut.
Dengan adanya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat, maka akan
tercapailah kepastian hukum akan hak-hak atas tanah, karena data yuridis dan data
fisik yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut diterima sebagai data yang
benar. Diterimanya sebagai data yang benar adalah baik dalam melaksanakan
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan. Apabila
data diterima sebagai hal yang benar, maka terjaminlah kepentingan si pemilik
tanah, artinya selain untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya,
apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan dan sebagainya, pendaftaran
tanah juga berfungsi melindungi si pemilik.
Apabila suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikatnya secara sah atas
nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad
baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya, apabila
dalam jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut tidak
mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor
Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan
tanah atau penerbitan sertipikat. Inilah yang disebut Rechtsverwerking26.
Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga Rechtsverwerking tersebut
terletak pada Hakim sebagai pemutus perkara para pihak yang bersengketa yang
menjadikan tanah yang sudah bersertipikat sebagai objek perkaranya, sebaliknya
Hakim juga harus memperhatikan ketentuan tersebut karena Lembaga yang
berasal dari Hukum Adat maka lembaga dimaksud dinyatakan merupakan hukum
yang hidup dalam kenyataan kehidupan dalam masyarakat27.
Dengan demikian, jika hakim telah benar-benar memperhatikan dan
menerapkan ketentuan Rechtsverwerking tersebut dalam putusannya pada
26 Mhd.Yamin Lubis, Op.Cit., hlm. 147.
27 Ibid.
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sengketa-sengketa pertanahan, maka dua kepentingan akan terpenuhi yakni
pertama kepentingan para pemilik sertipikat bahwa dengan memiliki sertipikat
akan menjamin kepastian hukum baginya, kedua kepentingan bagi penguatan asas
publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang mengarah ke positif,
sehingga sertipikat benar-benar merupakan alat pembuktian yang kuat dan tujuan
pendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum dalam pemilikan dan penguasaan atas tanah dapat
terpenuhi28.
IV. Kesimpulan dan Saran
A. Kesimpulan
1. Faktor- faktor yang menyebabkan pihak yang menamakan diri Masyarakat
adat pemilik tanah ulayat Marga ujung mengklaim tanah yang sudah
bersertipikat Hak milik sebagai milik masyarakat adat adalah (a). masyarakat
adat hanya bersandar pada ‘kepemilikan historis’, pemikiran yang
menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dimiliki sejak zaman nenek moyang
mereka, sehingga masyarakat mengaku dan menyatakan tanah tersebut
sebagai miliknya, (b). faktor pendidikan, Pengetahuan yang baik berkolerasi
dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Orang dengan pengetahuan tinggi,
relatif dapat memperoleh pengetahuan lebih baik. Pihak yang mengklaim diri
sebagai pemilik tanah ulayat marga Ujung memiliki pengetahuan yang kurang
memadai tentang keberadaan tanah dan alas hak tanah yang mereka kuasai
dengan arogansi dan itikad tidak baik. (c). Faktor emosi, Tingkat emosi para
pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang
menghambat proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan tingkat emosi atau
tempramen.
2. Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sertipikat Hak Milik atas nama ‘X’, yang
diklaim sebagai milik masyarakat adat di Kabupaten Dairi diberikan oleh
negara dan dijamin kepastian hukumnya, baik menyangkut subjek, objek dan
status tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria dan dilindungi
haknya sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah. Bahkan ditegaskan
28 Ibid.
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bahwa apabila sertipikat sudah diterbitkan selama 5 (lima) tahun berturut-
turut, maka apabila ada pihak lain yang menggugatnya tidak dapat lagi
melaksanakan gugatannya dan pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut
menjadi pemilik tanah yang sebenarnya, artinya sertipikat tersebut menjadi
bertendensi positif dan tidak dapat dilakukan gugatan terhadap hak atas tanah
tersebut.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi dalam mengatasi
sengketa tanah yaitu melalui cara musyawarah/mediasi. Dalam hal ini Badan
Pertanahan Nasional bertindak sebagai mediator menyelesaikan sengketa hak
atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa.
Sedangkan Lembaga Adat Sulang Silima Marga Ujung memang memegang
peranan yang sangat penting, juga telah mengupayakan penyelesaian sengketa
dengan cara adat istiadat, kekeluargaan, dan musyawarah.
B. SARAN
1. Masyarakat adat yang ada di Kabupaten Dairi harus memiliki sikap kejujuran
dan keterbukaan terhadap kepemilikan tanah, apakah benar tanah/ lahan
tersebut merupakan milik masyarakat adat atau tidak. Karena dengan adanya
sikap kejujuran dan keterbukaan, maka akan mengurangi munculnya sengketa
dan masyarakat harus memiliki pemahaman bahwa Hak seseorang atas tanah
semestinya harus dihormati, di dalam pengertian tidak boleh orang lain
melakukan tindakan melawan hukum untuk memiliki/menguasai lahan
tersebut secara arogan.
2. Untuk menjamin tercapainya perlindungan hukum dan kepastian hukum
terhadap pemegang hak atas tanah, maka disarankan agar masyarakat
Kabupaten Dairi yang merupakan pemegang hak atas tanah dapat melakukan
pendaftaran tanah miliknya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Dan
Kantor Pertanahan melalui Panitia A melakukan pemeriksaan terhadap setiap
permohonan pendaftaran tanah, sehingga menjadi jelas bahwa pemegang hak
(subjek) maupun tanahnya (objek) telah terdaftar, dan pemegang hak tersebut
benar-benar berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya.
Bukti bahwa pemegang hak berhak atas tanahnya adalah dengan pemberian
tanda bukti kepemilikan yang dinamakan sertipikat.
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3. Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi diharapkan supaya melakukan sosialisasi
/ penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran tanah kepada masyarakat,
melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik ke desa-desa dengan biaya
murah, mengadakan progam PRONA, memberikan kemudahan dalam proses
pendaftaran tanah. Dan Lembaga Adat Sulang Silima Silima Marga Ujung
disarankan agar mempunyai data lengkap tentang pemilik, luas, batas dan
letak tanah ulayat di wilayahnya. Inventarisasi data tanah adat atau marga
yang akurat mempermudah pihak yang berkepentingan memperoleh
informasi atas tanah yang diperlukan. Dan inventarisasi tersebut juga akan
meminimalkan terjadinya sengketa pertanahan. Kantor Pertanahan juga dapat
melakukan pendekatan/kerjasama dengan Lembaga Adat Sulang Silima,
karena Lembaga Adat Sulang Silima ini sangat memegang peranan penting
terhadap tanah-tanah ulayat yang ada di Kabupaten Dairi.
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